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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kondisi perekonomian yang bersifat dinamis, membuat perekonomian 

berkembang seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, di 

era digital zaman sekarang, dan kemajuan teknologi di segala bidang, semua 

orang sudah bisa mengakses berbagai platform digital, baik untuk mencari 

informasi ataupun memasarkan produk atau layanan mereka (Sekali,2023). 

Media sosial, situs web, dan aplikasi-aplikasi, telah menjadi saluran utama, 

untukmempromosikan sebuah produk atau layanan jasa yang produsen buat 

untuk mempromosikan dan menarik banyak konsumen (Sekali, 2023). 

Teknollogi informalsi membalwa keuntu lngan daln kepentingaln yanlg 

besa lr balgi negalra-neglara dli dunlia khususnya Indonesia, sehingga saat ini 

aktifitas masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan teknologi informatika, 

sudah memasuki seluruh aspek kehidupan, dimulai dari interaksi sosial, 

berdagang, hiburan, pendidikan, bahkan kegiatan rohani seperti ceramah 

agama juga sudah menggunakan sarana teknologi informasi elektronik (Al 

Asghor et al., 2024). 

Namun dari sekian banyak manfaat tersebut, tentu ada tindakan yang 

menyalahgunakan teknologi informatika, sehingga mengakibatkan kerugian 

terhadap orang lain baik secara pribadi maupun kepada masyarakat banyak, 

bahkan dapat juga merugikan negara memanfaatkan media elektronik untuk 

melakukan perdagangan sering disebut dengan electronic comm lerce atalu 

disinlgkat e-commlerce yang merupakan kegialtan-kegiatan bilsnis yalng 
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menyanlgkut konsu lmen, manuflaktur, layanan providelr da ln pedagang peranltara 

melalui jarinlgan internet dan komlputer (Al Asghor et al., 2024). 

Masalah yang sering terjadi dalam media sosial khususnya di bidang 

pemasaran adalah banyaknya berita hoax atau penyebaran informasi bohong 

yang sengaja dibuat oleh Oknum pelaku usaha untuk menipu banyak pihak, 

yang dimana berita hoax atau bohong ini sangat cepat tersebar melalui media 

sosial atau platform  lainnya, sehingga banyak Individu yang termakan oleh 

janji manis dan ketidakpastian, dari iklan atau informasi yang disebarkan. 

Pengaruh internet di masa depan menjanjikan sebuah revolusioneri untuk 

memastikan industry dan peningkatan lainnya (Haque-fawzi et al., 2022). 

Salah satu oknum pelaku usaha yang banyak menyebarkan informasi 

bohong di sosial media adalah oknum pela lku usa lha periklanlan. Pelalku usa lha 

periklalnan secara umum didefiniskan sebagai perusahalan yanlg menljual jasla 

perikllanan untulk balrang atlau jlasa. Pelak lu uslaha dapalt menglgunakan jalsa 

pelalku usa lha periklalnan dalalm hlal pembuatlan iklaln pa lda suatlu balrang yanlg 

diprolduksi olelh pelalku usa lha, dlan pelalku uslaha perikllanan akaln melmbuat ikllan 

sesulai permilntaan dalri pelalku uslaha itlu senldiri yalng aklan ditayanlgkan palda 

medlia periklalnan. Pelaklu usah la periklalnan halnya membelrikan ilde-i lde yang 

kreatif dan waktu penayangan yang tepat bagi iklan tersebut. Sedangkan 

keputusan tetap berada di tangan pelaku usaha. 

Pelalku usa lha perikllanan julga berfulngsi seba lgai peranltara antalra pelalku 

usa lha denglan medlia perilklanan, dimalna iklaln ya lng tellah dibluat olelh pe llaku 

uslaha perikllanan akaln ditayanlgkan melallui mledia perilklanan. Jaldi pelalku 

uslaha periklalnan selailn memlbuat sualtu i lklan yalng sesulai den lgan permintlaan 
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pelalku uslaha, tetlapi julga membluat ik llan da lpat ditayalngkan melallui medlia 

perilklanan sehilngga konsulmen daplat mene lrimanya. Apabilla ikllan berpotenlsi 

menimlbulkan kerulgian keplada konsum len,malka halrus dipertimblangkan 

kemunlgkinan terdaplatnya pelu lang untluk memilnta pertanggulngjawaban palra 

pihlak yanlg terlilbat dalalm kegi latan periklalnan, terutamla pelanglgaran-

pelanglgaran terhadlap ketelntuan yan lg terdalpat dallam UUPKl. 

Pertanggulngjawaban itlu sendliri mulncul terk lait denlgan 2 (dlua) hall, ya litu: 

1. Informalsi prod luk yanlg disaljikan melallui iklaln tidlak sesluai denlgan 

kenyatlaan yanlg sebelnarnya. 

2. Menyanlgkut krealtif perulsahaan perikllanan dlan/ atalu meldia perikllanan 

teryalta bertenltangan denglan asals-a lsas et lik perikllanan. 

Salah satu produk atau jasa yang dipasarkan di media sosial, situs web, 

ataupun aplikasi-aplikasi adalah trading. Di tahun 2021 dimana dunia sedang 

berhadapan dengan pandemi covid-19, banyak orang yang kehilangan 

pekerjaan, sehingga banyak orang juga mencari cara bagaimana mendapatkan 

uang tanpa bekerja keluar rumah, dan munculah adanya trading ini (Masridha, 

et al, 202:49). 

Trading adalah bentuk investasi keuangan yang bersifat aktif, dimana 

pemodal turut melakukan transaksi di dalam pasar (Junaidi, 2024). Trading ini 

seharusnya aman untuk dilakukan, jika dilakukannya dengan ikut menjalankan 

perdagangan saham yang dimana perdangan saham ini tentu bisa dilakukan 

secara mudah dan aman. Salah satu perdagangan jasa yang banyak yang 

dilakukan saat itu adalah berinvestasi (Ksamawantara et al., 2021). 
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Dalam memasarkan aktivitas trading keuangan ini banyak pelaku usaha 

periklanan melakukan berbagai cara untuk menarik animo pasar. Dalam hal ini 

pelaku usaha periklanan memasarkan jasanya dengan cara mebuat konten di 

media sosialnya seperti tiktok, YouTube, Instagram, dan media sosial lainnya 

(Fahmi et al., 2024) untuk menarik banyak viewers di media sosialnya, 

berbagai cara yang dilakukan pelaku usaha periklanan untuk menarik animo 

pasar salah satu contohnya yaitu, membuat konten berbagi kepada 

masayarakat kurang mampu, memamerkan gaya hidup yang mewah, lalu 

banyak masyarakat yang tertarik dan bertanya-tanya apa pekerjaan dari pelaku 

usaha tersebut, dari situlah pelaku usaha masuk untuk mempromosikan trading 

keuangan ini, yang dimana pelaku usaha menceritakan bagaimana trading 

keuangan ini merubah hidupnya (Fahmi et al, 2024). 

Pelaku usaha periklanan ini awalnya membuat konten di semua sosial 

medianya tentang trading keuangan, pelaku usaha periklanan ini memberikan 

tutorial tentang bagaimana cara bermain trading keuangan ini, memberikan 

tutorial sedetail mungkin mengenai trading keuangan ini, dari modal awal yang 

dia siapkan, bagaimana carabermain, sampai berapa banyak keuntungan yang 

ia dapatkan dari trading keuanganini. Dalam video tutorial yang ia buat, pelaku 

usaha periklanan juga mengajak penonton yangmelihat videonya untuk 

bermain trading keuangan ini, dari situlah orang-orang tertarik untuk mengkuti 

jejaknya (Paranna & Andersen, 2022). 

Untuk memasarkan produknya, pelaku usaha periklanan sering kali 

melakukan berbagai cara tanpa memperhatikan model-model pemasaran yang 

berkesesuaian dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Undlang-
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Undlang ya lng mengaltur tentang pelaklu usah la adallah Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Dalam Undlang-Unda lng inli, 

pelaku usaha diartikan sebagai oralng perseoralngan atau perusahaan yalng 

melaklukan kegliatan dli wilalyah hukum Republik Indonlesia. Beberapa 

ketentuan dalalm Undlang-Undlang perlinldungan kon lsumen yalng mengatur 

pelaklu usa lha, dli antaralnya: 

a. Pa lsal 7 huru lf e mengatur kewajiban pela lku usah la untuk 

memberikan kesemlpatan kepalda konslumen untluk mencoba 

barang atalu jasa. 

b. Pa lsal 19 ayalt (1) mengatur blahwa pelaklu usa lha bertanglgung 

jawalb unltuk memberlikan ganlti rulgi at las kerusa lkan atlau 

keru lgian konlsumen. 

c. Pasal 10 mengatur larangan pela lku usa lha untluk 

menawalrkan, mempromolsikan, mengiklanlkan, atalu 

melmbuat pernyataaln ya lng tidalk benlar atalu menyesatlkan. 

Adapun pasal Berkesinambungan denga ln Unldang-Unda lng yanlg 

mengaltur tentalng pellaku usah la perikllanan adallah Unda lng-Undlang 

Perlindulngan Konsum len Nomor 8 Talhun 1999, Pasal 17 yalng berbu lnyi :  

“Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang : 

a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, 

kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa, serta ketepatan 

waktu penerimaan barang dan/atau jasa; 

b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa; 

c. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat 

mengenai barang dan/atau jasa; 

d. Tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang 

dan/atau jasa; 

e. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seijin 

yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan; 

f. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai periklanan 

 

Dan Pasal 20 yang dimana berbunyi: “Pelalku usa lha periklalnan 

bertalnggung jawlab atals iklaln yalng diprod luksi dlan seglala akilbat yanlg 

ditimlbulkan olelh iklaln terseblut”. 



6 
 

 

Dalam Undang-Undang ini, belum ada penjelasan yang jelas terkait 

denglan pellaku usa lha perikllanan, namun dalalm Persatuan Perusahaan 

Periklanan Indonesia (P3I) pelaku usaha periklanan diartikan sebagai orang 

yanlg menjlual jalsa perikllanan untulk barlang da ln/atalu ja lsa. Pel laku usah la yanlg 

melanlggar ketelntuan dalam pasal terseblut dapat dikenakan pidanla penjalra 

palinlg lalma 5 tahlun atalu pidalna de lnda palilng banlyak Rp2 miliar. Selain itu, 

pelalku usa lha julga melmiliki hlak- halk, seperti: Hlak untluk menelrima pembayaraln 

ya lng sesluai denlgan keseplakatan, Hlak unltuk melndapat perlinldungan hukulm, 

Hak untuk melakukan pembelaan diri, Hak untuk rehabilitasinama baik (Nawi, 

2018). 

Hal seperti ini disebut dengan misleading information. Misleading 

information adalah informasi yang menjelaskan tentang sesuatu tidak sesuai 

dengan kenyataan yang membuat kita percaya bahwa informasi tersebut benar 

baik tertulis maupun lisan. Pelanggaran misleading information ada karena 

kesengajaan pelaku usaha dalam memproduksinya. Dalam konteks hukum, 

misleading information dapat melanggar berbagai Undanlg-Unda lng 

perlindulngan konlsumen daln Undalng- undalng informalsi daln tranlsaksi 

elektronik atau peraturan yang mengatur praktik bisnis yang jujur dan adil. 

Misleading information terjadi kalau konsumen secara tidak rasional 

terpengaruh oleh iklan tersebut (Amrani, 2015). 

Penyebaran informasi yang menyesatkan dapat mengakibatkan 

kerugian finansial atau kecewa bagi konsumen yang terpengaruh olehnya. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

mengetalhui perlindungan hulkum yan lg dapalt diberikan kepada konsum len 
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berkaitan dengan misleading information pada investasi keuangan (Prabowo et 

al, 2022). 

Dalam beberapa tahun terakhir, peredaran informasi menyesatkan di 

media sosial telah menjadi isu krusial yang memengaruhi berbagai aspek 

kehidupan, termasuk ranah politik dan kesehatan masyarakat. Seiring pesatnya 

perkembangan platform internet dan jejaring sosial, kemudahan penyebaran 

kabar bohong semakin meningkat, memungkinkan informasi palsu beredar 

cepat dan luas. Keadaan tersebut menuntut individu untuk mengasah 

kemampuan berpikir kritis dalam menilai keabsahan informasi serta 

menentukan kredibilitas sumbernya. Oleh karena itu, remaja penting dibekali 

literasi digital yang memadai agar dapat memanfaatkan teknologi digital secara 

optimal (Akbar & Fahlevvi, 2023). 

Salah satu kasus yang terjadi berkaitan dengan adanya misleading 

information adalah kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung. 

Pertengahan maret tahun 2021 ada Crazy Rich Bandung, yaitu Doni 

Muhammad Taufik alias Doni Salmanan. Doni Salmanan ditetapkan menjadi 

tersangka pada 8 Maret 2022 dengan kasus penipuan investasi bodong binary 

option melalui aplikasi quotex (Amalia & Antono, 2023). Doni Salmanan 

digugat oleh para korban yang merasa dirugikan dalam kasus ini. 

Doni Salmanan ini adalah seorang Influencer , dan perlu diketahui Doni 

Salmanan bukanlah pemilik dari aplikasi trading ini, namun ia hanya 

mempromosikan platfrom trading Quotex kepada pengikutnya sosial media, 

dari hasil mempromosikan dan mengajak orang untuk bergabung doni 

salmanan mendapatkan keuntungan hingga Rp. 3.000.000.000 (ti lga milliar 
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rupialh) perbulannya. Maka dari itu Doni Salmanan tidak dapat disebut sebagai 

pelaku usaha, namun Doni salmanan bisa disebut dengan pelak lu usa lha 

perikllanan. 

Pelalku  usaha l  periklalnan  adalah  perusahlaan  atau  perorangan  

yanlg mengiklankan produk atau ja lsa. Pelalku usa lha perikllanan bertanglgung 

jawalb at las iklaln yanlg diprolduksi da ln segalla akilbat yanlg ditimblulkan 

(Heryanto, 2010). 

Sejak 15 Maret 2021, Doni Salmanan gencar gaungkan trading 

keuangan itu lewat akun YouTube dengan username King Salmanan, dari 

situlah masyarakat mulai tergiur, banyak orang investasikan uangnya untuk 

dapat keuntungan sesuai yang dijanjikan, video yang disebarkan berisikan 

Doni Salmanan seolah-olah melakukan trading debit flow dengan hasil 

keuntungan miliar rupiah (Saputro, 2022). 

Para korban yang termakan rayuan promosi Doni akhirnya ikut trading 

keuangan ini. Doni salmanan mengajak orang-orang untuk mengikuti jejaknya 

dan melakukan promosi serta memberi berbagai motivasi hidup di media sosial 

seperti YouTube, tiktok, Instagram, telegram dan media sosial lainnya, yang 

dimana Doni Salmanan menjanjikan bahwa jika mengikuti trading ini dan 

sudah 25.000 orang yang ingin mengikuti jejaknya, dan ikut serta dalam 

melakukan trading di aplikasi Quotex, namun sayang hal itu dilakukan Doni 

hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri (Kompas.com, 2022). 

Kasus penipuan yang dilakukan oleh doni salmanan menununjukkan 

bahwa bahasa memiliki fungsi sebagai alat komunikasi dan bersifat 

memengaruhi, namun pada kasus tersebut penggunaan bahasa disalahgunakan 
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untuk mempengaruhi seseorang pada hal yang melanggar hukum (Amalia, 

2023). Tindakan Doni Salmanan dalam menyebarkan misleading information 

dan mempengaruhi masyarakat dengan dialih kekayaan yang mudah dan cepat 

hanya dengan modal device dan internet dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam 

Undang-Undang tersebut, tergantung pada bentuk dan dampak dari informasi 

menyesatkan yang ia sebarkan (Purbaya, 2024). 

Dari putusan yang ada, sayangnya putusan yang dihasilkan 

mengindikasikan terjadinya pengabaian terhadap pengaturan misleading 

information yang ada didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 

dalam kasus Trading keuangan yang dilakukan oleh Doni Salmanan hanya 

dijerat Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan transaksi elektronik, dimana pada kasus tersebut penulis 

menafsirkan bahwa ada Pasal lain yang dapat menjerat Doni Salmanan yaitu : 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 

17 yang berbunyi :  

“Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang : 

a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, 

bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa, serta 

ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa; 

b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa; 

c. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat 

mengenai barang dan/atau jasa; 

d. Tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang 

dan/atau jasa; 

e. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seijin 

yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan; 

f. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai periklanan 

 Pasal 20 yang dimana berbunyi : ”Pelalku usa lha perikllanan 

bertanglgung jawa lb at las ikllan yalng diprolduksi dlan sega lla akilbat yalng 

ditimlbulkan olelh ikl lan terlsebut” 
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Oleh karena itu ma lka penting dilakukan penelitian ini untuk 

menganalisis lebih lanjut tentang sejauh mana Putusan Nomlor 

576/Pid.Sus/2022/PN.BLB dapat member likan pertanggungjawaban kepa lda 

konsumen atas penyebaran misleading information yanlg dilaklukan ol leh pelalku 

usahla periklanan. 

Urgensi peneliltian ilni adallah untuk menyoroti persoalan misleading 

information yang semakin marak terjadi, khususnya dalam transaksi digital, 

seperti yang tergambar dalam kasus Doni Salmanan. Penelitian ini penting 

untuk memahami sejauh mana huku lm perlindunlgan konsulmen dli Indlonesia 

mampu melindungi masyarakat da lri dampak negatif informasi yang 

menyesatkan ylang dilakulkan olelh oknum-oknum pelalku usa lha periklanan. 

Sel lain itlu, penelitian ilni dlapat memberikan kontribusi dalam 

mengidentifikasi kelemahan hukum yang ada sekaligus menawarkan solusi 

untuk memperkuat regulasi. Dengan semakin berkembangnya teknologi, 

konsumen semakin rentan terhadap praktik-praktik yang merugikan, sehingga 

penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta 

menjadi bahan evaluasi bagi penegakan hukum dli Indlonesia. 

Denlgan banyaknya peratulran dan perund lang-undlangan dli Indonlesia 

mengenai penyebaran berita menyesatkan, penulis menyimpulkan penyebab 

dari kekaburan norma karena tidak didefinisikannya dengan rinci mengenai 

pelaku usaha periklanan di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, 

sehingga menyebabkan keambiguan atau multitafsir dala memutus kasus 

perkara yang penulis angkat. Dengan memahami konteks dan implikasi dari 

putusan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang 
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leblih mendallam mengenai efektivitas regulasi yang ada, dengan adanya 

regulasi yang jelas diharlapkan intelraksi anltar pemelrintah daln masyalrakat dalpat 

berlangsung secara adil dan transparan, serta menawarkan rekomendasi untuk 

perbaikan dalam penegakan hukum terkait misleading information (Arifin, 

2024). 

Menurut ura lian dli atlas, penu llis tertarilk melaksanakan penelit lian deng lan 

juldul “Perlindungan Konsumen Terhadap Penyebaran Misleading 

information Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung 

Nomor 576/Pid.Sus/2022/Pn.Blb .” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latlar belaklang masalalh yanlg te llah ditulis, pelnulis dapat 

menjelaskan identilfikasi mlasalah yalng bisa dijadilkan bahlan pen lelitian sebalgai 

beriklut: 

1. Pelaku usaha periklanan telah  mempromosikan  informasi  atau  janji-

janji trading keuangan yang tidak sesuai dengan kenyataan (misleading 

information). 

2. Belum terindentifikasi bentuk-bentuk pertanggungjawaban kepada 

konsumen yalng dlapat dikelnakan keplada Pelalku Usa lha dan Pelalku Uslaha 

periklanan, baik berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 

maupun Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

3. Identifikasi ini penting untluk mengletahui sanksi daln upalya huklum yalng 

daplat ditempuh untluk memilnta pertangglungjawaban Pelalku Usa lha dlan 

Pel laku Usa lha periklanan atas tindakan penyebaran informasi menyesatkan 

yang merugikan konsumen. 
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4. Mengindikasikan terjadinya pengabaian terhadap pengaturan misleading 

information yang ada didalam Undang-Undang perlindungan Konsumen. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah terkait dugaan tindakan misleading 

information yang dilakukan oleh Doni Salmanan, perlu dilakukan pembatasan 

masalah agar analisis dapat terfokus pada aspek-aspek kunci. Pertama, perlu 

ditelaah apakah Doni Salmanan bisa dikaitkan sebagai pellaku usalha periklanan 

ya lng telah memprodulksi dlan memperdalgangkan informasi atlau layanan yalng 

tidalk sesluai denglan janji atau pernyataan yang ia nyatakan dalam promosi atau 

iklannya, sehingga merugikan konsumen. Hal ini berkaitan dengan ketentuan 

dalam Pasal 17 dan Pasal 20 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Kedua, perlu dinalisis pada putu lsan Peng ladilan 

Nlegeri Blale Banldung Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN.BLB. Fokus akan 

diarahkan pada bagaimana pengadilan menganalisis dan memutus kasus yang 

berkaitan dengan misleading information yang menyebabkan kerugian 

konsumen.  

Penelitian ini akan membahas pendekatan huku lm yalng digunakan olleh 

haklim dalalm memutuskan kaslus tersebut, mengkaji dasar hukum yang dipakai, 

mengkaji bagaimana tanglgung jawalb pelalku usa lha dlan pellaku usah la 

periklanlan kepada konsumen yang dirugikan, serta bagaimana pertimbangan 

yuridis yang digunakan dalam kasus tersebut sesua li denlgan ketentluan hukulm 

yanlg berlalku. Analisis akan difokuskan pada dampak putusan tersebut terhadap 

perkembangan perlindungan konsumen di Indonesia. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasalrkan paparan uraian dli atlas, malka dapalt dirumluskan dua pokok 

permasalahlan, yaitu: 

1. Bagaimalna pengaturan misleading information oleh Influencer  yang 

merugikan konsumen dalam prespektif hukum di Indonesia? 

2. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap penyebaran Misleading 

information oleh Influencer  berdasarkan Putuslan Pengladilan Negleri Bale 

Bandung Nomor576/Pid.Sus/2022/PN.BLB? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Bedasarkan paparan uraian diatas, ada lpun tuju lan dallam penlulisan karya 

ilmiah inli sebalgai berilkut: 

1.5.1 Tujuan Umum 

Menganalisis pertanggungjawaban hukum Pelaku usaha periklanan 

atas tindakan menyebarkan misleading information dalam mempromosikan 

trading keuangan yang merugikan konsumen. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

a. Unltuk mengletahui daln mengalnalisis pengaturan misleading information 

dallam hukum perlindulngan konsumen di Indonesia. 

b. Unt luk mengetlahui dlan menglanalisis bagaim lana perlindlungan konsumlen 

terhadlap penyebaran misleading information berdasarkan Putusan 

Pengadillan Negeri Bale Bandung Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN.BLB. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penulisan skripsi ini terdiri atas dua manfaat, yaitu: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis da lri penulisan penellitian inli diharaplkan dalpat 

memberiklan kontrilbusi teoretis pada pengemb langan kajian hukum 

terkait perlindungan konsumen, khususnya dalam hal pelarangan 

penyebaran informasi menyesatkan (misleading information) oleh 

pelaku usaha. Hasil penelitian ini juga dapat memperkaya literatur dan 

referensi mengenai bentuk- bentuk pelanggaran hukum yang terkait 

dengan penyebaran informasi palsu atau tidak akurat dalam praktik 

bisnis. Selain itu, penelitian ini akan mengembangkan konsep 

pertanggungjawaban hukum bagi pelaku yang menyebarkan misleading 

information yang merugikan konsumen. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah 

Melalui penelitlian ilni diharapklan dapat membantu daln 

memberikan pengetahluan mendalam mengenai terkhususnya 

tentang pertanggungjawaban pelaku usaha atas penyebaran 

misleading information dalam aktivitas trading keuangan. 

b. Bagi Masyarakat 

Melalui peneliltian ilni masyarakat dalpat memperoleh 

informasi dlan pengetalhuan mengenai perlindungan konsumen 

terhadap penyebaran misleading information berdasarkan Putu lsan 

Pengadilaln Nege lri Balle Band lung Nom lor 
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576/Pid.Sus/2022/PN.BLB dan terkhususnya tenta lng 

pertanggungjawaban pelaku usaha kepada konsumen atas 

penyebaran misleading information dalam aktivitas trading 

keuangan. 

c. Bagi Peneliti 

Manfaat yang didapat peneliti melalui pen lelitian inli yaitu 

dapalt membelrikan pengetahuan dan wawasa ln berpikir yanlg lua ls 

da ln terbuka mengenai perlindungan konsumen terhadap 

penyebaran misleading information berdasarkan Putusan 

Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 

576/Pid.Sus/2022/PN.BLB. Penulis juga akan menggunakan hasil 

penelitian ini sebagai bahan pembelajaran untuk meningkatkan 

pemahaman dan pengetahuan di bidang hukum. 

 

  


